
 

 

LAPORAN SINGKAT 

KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN) 
 

 

Tahun Sidang : 2024-2025 

Masa Persidangan : I 

Rapat Ke : 16 

Jenis Rapat : Rapat Kerja 

Dengan : Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Kepala 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari, Tanggal : Rabu, 04 Desember 2024. 

Waktu  : pukul  19.00 WIB  

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1  

  Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 

Acara : 1. Pembahasan Realokasi Anggaran Kementerian Agama RI 

Tahun Anggaran 2025; 

     2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Badan 

Penyelenggara Haji Tahun Anggaran 2025; 

  3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2025. 

Ketua Rapat : H. Marwan Dasopang 

Sekretaris Rapat :   Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin  

Hadir :   1.  36 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 

  2.  4 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 

  3. Menteri Agama beserta jajarannya 

  4. Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta jajaran; 

  5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
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I. PENDAHULUAN: 

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada Hari Rabu, 04 Desember 

2024 pukul 19.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.  

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan 

didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H ., 

H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshori Siregar, 

Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas. 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kepala BPH RI, 

Kepala BPJPH RI, yang membahas “Realokasi Anggaran Kementerian Agama RI 

Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja dan Anggaran BPH RI Tahun Anggaran 2025, 

serta Rencana Kerja dan Anggaran BPJPH RI Tahun Anggaran 2025”, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama RI, BPH RI, dan 

BPJPH RI tahun anggaran 2025 setelah restrukturisasi dengan rincian sebagai 

berikut:  

a. Kementerian Agama RI pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran 

sebesar Rp.79.168.712.137.000,- kemudian di alokasikan untuk BPH RI sebesar 

Rp.179.739.976.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh 

sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk BPJPH RI 

sebesar Rp.436.812.997.000 (empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua 

belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), maka alokasi anggaran 

Kementerian Agama RI menjadi Rp.78.552.159.164.000 (tujuh puluh delapan triliun 

lima ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh 

empat ribu rupiah), yang dialokasikan berdasarkan unit eselon I:  

 

No. Eselon I Pagu TA 2025 

 

1 Sekretariat Jenderal 35.705.432.061.000 

2 Inspektorat Jenderal 178.614.005.000 
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3 Ditjen Bimas Islam 2.367.743.475.000 

4 Ditjen Pendidikan Islam 35.867.251.667.000 

5 Ditjen Bimas Kristen 1.008.686.281.000 

6 Ditjen Bimas Katolik 456.253.243.000 

7 Ditjen Bimas Hindu 607.442.951.000 

8 Ditjen Bimas Buddha 323.796.695.000 

9 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.297.993.000 

10 Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM 651.640.793.000 

Total 78.552.159.164.000 

 

 

b. BP Haji RI pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran sebesar 

Rp179.739.976.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh 

sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang dialokasikan 

bedasarkan program: 

 

No Program Pagu TA 2025 

1 Dukungan Menajemen 66.636.263.000 

2 Kerukunan Umat dan Layanan Umat Beragama 113.103.713.000 

Total 179.739.976.000 

 

c. BPJPH RI pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran sebesar 

Rp.436.812.997.000 (empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas 

juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dialokasikan berdasarkan 

unit eselon I:    
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No Eselon I Pagu TA 2025 

1 Kedeputian Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 297.845.578.000 

2 Kedeputian Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH 24.523.129.000 

3 Kedeputian Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 51.272.750.000 

4 Sekretariat Utama 63.171.540.000 

Total 436.812.997.000 

   

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk menyusun rincian realokasi 

anggaran dari eselon I Kementerian Agama RI yang dialokasikan untuk BPH RI dalam 

rapat kerja berikutnya.  

3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BPH RI untuk menyusun rincian penggunaan 

anggaran sebesar Rp.179.739.976.000 yang dialokasikan untuk persiapan 

penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, BPH RI menggunakan anggaran 

yang ada di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.     

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BPJPH RI untuk menyusun rincian penggunaan 

anggaran yang sebesar Rp.436.812.997.000 dan proyeksi penerimaan pendapatan 

Badan Layanan Umum (BLU).   

III.       P E N U T U P 

   Rapat ditutup kamis, 05 Desember 2024 pukul 01.35 WIB. 

 

PIMPINAN  KOMISI VIII DPR RI  
 KETUA, 

 
 

TTD 
 
 

H. MARWAN DASOPANG, M.Si 


